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Land and Building Tax is one of the regional revenues whose potential must be a concern 
because the object of land and building tax is that some people have it and can increase 
regional revenues. Some people still think that paying taxes is a burden, so they are 
reluctant to pay taxes, even though paying taxes is an obligation for taxpayers to be paid. 
The purpose of this study was to analyze taxpayer compliance in paying land and building 
taxes. This research is a sampling technique using the cluster sampling method, with as 
many as 34 taxpayers as respondents. The results of this study conclude that: taxpayer 
awareness factor has a positive and significant influence on taxpayer compliance in 
paying Land and Building Tax (PBB). The knowledge factor of taxpayers also has a 
positive and significant effect on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax 
(PBB). 
Keywords: Compliance, Taxpayer, Land and Building Tax 
 
1. PENDAHULUAN 
Orang yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki tanah dan bangunan untuk ditempati 
maupun sebagai tempat untuk usaha. Jika demikian, maka tentu saja orang yang memiliki 
tanah dan bangunan tersebut harus mengetahui aturan dan hukum yang berlaku. Salah satu 
yang perlu diketahui adalah perihal pajak yang biasa disebut Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB). Semua orang yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan wajib membayar 
pajak ini. Dan semuanya sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang. Pajak juga 
penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional sebagai kewajiban pemerintah untuk 
mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Dan oleh sebab itu, harus ada kesadaran 
dari masyarakat untuk melaksanakan kewajiban mereka membayar Pajak. 
Dalam kehidupan bermasyarakat pajak ialah kewajiban yang harus dibayar oleh 
masyarakat karena pajak menjadi hal penting dalam penerimaan pendapatan negara untuk 
digunakan sebagai pembangunan negara. Pajak juga dapat dikatakan sebagai fondasi 
kekuatan ekonomi negara apalagi untuk negara yang masih berkembang, didalam 
kekuatan ekonomi negara berkembang pajak menempati posisi penting sebagai 
stabilisator. Pajak adalah kewajiban yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah 
yang diperuntukan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi negara baik dibayar 
secara perorangan maupun badan. Pembagian pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat 
dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang wewenangnya di pegang oleh pemerintah 
pusat seperti PPN, PPh, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang 
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wewenangnya di pegang oleh pemerintah daerah seperti pajak BPHTB, pajak BBN-KB, 
pajak PBB, pajak PKB, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, dan lain-lain. 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari penerimaan daerah 
yang potensinya harus menjadi perhatian karena objek pajak bumi dan bangunan yang 
sebagian masyarakat memilikinya dan dapat menambah penerimaan daerah. Tapi didalam 
pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki banyak hambatan, baik yang 
beupa sosialisasi pembayaran PBB kepada masyarakat kemudian pemahaman masyarakat 
terhadap pembayaran pajak, hingga pemungutan pajak yang kurang efisien dan efektif dan 
yang lainnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran dari masyarakat itu sendiri 
dalam membayar pajak yang dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan dari wajib 
pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajak serta 
pemahaman wajib pajak dalam memahami fungsi pajak. Persoalan perpajakan yang sering 
didapati baik dari yang bersumber dari wajib pajak perorangan ataupun badan, aparatur 
pajak ataupun yang bersumber dari pajak itu sendiri. Dalam membayar pajak masyarakat 
sudah patuh tapi ada beberapa masyarakat yang masih melalaikan kewajiban mereka 
dalam membayar pajak mengakibatkan belum tercapainya target penerimaan pajak. 
Masyarakat banyak yang menganggap bahwa membayar pajak adalah beban bagi 
mereka yang berakibat pada masyarakat yang enggan bahkan menunggak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), padahal membayar pajak adalah kewajiban 
bagi wajib pajak yang harus dibayar. Faktor kepatuhan wajib memiliki hubungan pajak 
kesadaran membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan juga merupakan 
faktor lain yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, masih banyak wajib pajak 
yang belum mengetahui tentang perhitungan dan kriteria dalam pembayaran pajak yang 
benar. Sikap tegas pemerintah dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak 
membayar pajaknya dengan adanya sanksi yang tegas maka wajib pajak akan pelajaran 
dan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar pajak. Berdasarkan hal tersebut dalam 
pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) terdapat banyak permasalahan ketika wajib 
pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), yang akan berpengaruh pada 
pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh wajib pajak. Hal ini cukup menarik 
untuk diteliti karena pembayaran pajak itu adalah kewajiban bagi wajib pajak yang akan 
menjadi pendapatan pemerintah untuk pembangunan negara.Berkaitan dengan 
latarbelakang diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: ”Bagaimanakah 
Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi  dan Bangunan (PBB) (Studi 
Kasus Wajib Pajak Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan)”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan masukan untuk penanganan 
masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB). 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-
undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pajak 
adalah kontribusi wajib yang kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat (kamila, 2018:3). Sedangkan Mardiasmo  (2011:1) Mendefinisikan 
pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan peraturan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal  (kontra prestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum . sedangkan 
menurut Prof. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (tidak dipaksa) yang terutang 
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oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan  tidak mendapat 
prestasi kembali secara langsung, dapat ditunjukkan gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan (Sidharta, 2017:2). Dari definisi-definisi diatas dapat 
diketahui sifat-sifat pajak sebagai berikut. 
1. Dapat dipaksa 
2. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan Peraturan undang-undang 
3. Pajak tidak memberikan balasan jasa secara langsung 
4. Pajak akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum 
 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi 
kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa adanya kontra prestasi 
langsung yang digunakan untuk pembangunan serta kemakmuran rakyat. Menurut Kamus 
Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti patuh pada ajaran atau aturan atau tunduk. 
Prinsip kepatuhan pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin 
dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sisten 
self  asessment dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban 
pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak 
tersebut (Ismawan, 2001:82).  (Devano Sony & Siti Kurnia, 2006:110) Kepatuhan dan 
kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin didalam situasi sebagai berikut. 
a. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan 
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas  
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 
d. Membayar pajak yang terutang dan tepat pada waktunya.  
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib 
pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai 
berikut. 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak 
dalam dua tahun terakhir. 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 
d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah 
dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis 
pajak yang terutang paling banyak 5%. 
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan 
publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan 
pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus 
disusun dalam bentuk panjang (long form report) yang menyajikan rekonsiliasi laba 
rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak 
diadit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, 
b, c, dan d di atas. 
 
Menurut Nurmantu Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu 
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kebutuhan perpajakan dan melaksanakan 
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hakdan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010:138). Sedangkan menurut Nasucha 
Pengertian lain dari kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari: 1) Kewajiban wajib 
pajak dalam mendaftarkan diri. 2) Kepatuhan Untuk menyetorkan kembali surat 
pemberitahuan, 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4) 
kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Rahayu, 2010:139). 
Menurut Nurmantu dimensi kepatuhan pajak adalah sebagai berikut: Kepatuhan 
formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai 
dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah keadaan 
di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan 
material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan 
material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan 
material adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan objek pajak dan wajib pajak mebayar pajak 
yang terutang disertai dengan bukti SPPT (Widodo, 2010:68).  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak 
adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan 
pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang pribad merupakan orang yang bertempat 
tinggal atau yang berada di Indonesia atau pun diluar Indonesia. Kesadaran wajib pajak 
merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak karena kesadaran adalah awal dari wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran sangat penting karena berkaitan dengan niat 
dari wajib pajak, setelah adanya wajib pajak akan peduli kepada pajak sehingga dapat 
patuh dalam membayar pajak. (Karmila, 2018:37) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
adalah Pajak yang dikenakan pada seseorang atau badan hukum yang memiliki, 
menguasai, atau memperoleh manfaat bangunan dan atau mempunyai hak atau manfaat 
atas permukaan bumi. Sedangkan Muljono mengemukakan pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) merupakan Pajak kebendaan atau bumi dan atau bangunan dikenakan terhadap 
subjek pajak (Muljono, 2010:140). (Supramono & Theresia, 2010:140) Objek pajak bumi 
dan bangunan (PBB) adalan bumi dan bangunan. Bumi mencakup permukaan bumi dan 
tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan mencakup kontruksi tenik yang 
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang dimaksud dengan 
klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai 
jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak 
yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah perhatikan faktor-faktor 
sebagai berikut: letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. 
Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan pperhatikan faktor-faktor sebagai 
berikut: Bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain. 
(Ramandey, 2020) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah 
objek pajak yang:  
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari 
keuntungan 
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu . 
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 
pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu 
hak. 
d. Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 
balik. 
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e. Digunakan untuk badan atau perwakilan organisasi internasional. 
 
Menurut Budiarto (2016:70) Subjek pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang 
atau badan yang memiliki hak, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bumi  dan 
bangunan. (Karmila, 2018) Orang atau badan usaha yang menjadi subjek pajak PBB harus 
membayarkan objek pajaknya ke kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak 
yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut. Wajib pajak wajib menggunakan 
formulir surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang tersedia gratis dikantor pajak 
tersebut. Sedangkan landasan dari Asas Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2011) : 
a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 
b. Mudah dimengerti dan adil 
c. Adanya kepastian dalam hukum. 
d. Menghindari pajak berganda. 
 
Besar tarif pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan sebesar 5%. Tetapi besar 
kecilnya pembayaran PBB ditentukan oleh 3 faktor: 
a. Luas tanah dan atau bangunan 
b. Besarnya nilai jual objek pajak (NJOP), yaitu luas objek dikalikan harga jual per meter 
persegi. 
c. Besarnya nilai jual kena pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan 
setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. 
 
Beberapa Undang-undang dan peraturan yang melandasi pajak Bumi dan 
Bangunan diantaranya: 
a. UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB 
b. UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB 
c. UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum perpajakan. 
d. Peraturah Daerah Kabupaten Pamekasan No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan. 
e. Keputusan Menteri Keuangan 1007/ KMK/04/1985 Tentang Pemberian 
Kewenangan Penarikan pajak Bumi dan Bangunan Kepada Walikota/ Bupati. 
f. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Bagi Hasil Pajak. 
g. Peraturan Menteri keuangan No. 34 Tahun 2005 mengenai Keputusan penetapan 
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PHP-PBB). 
h. Keputusan Direktorat jenderal pajak yang mengeluarkan Keputusan No. 371 Tahun 
2002 Tentang Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Melalui Fasilitas Perbankan 
Elektronik. 
 
Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan kepada Penanggung Pajak (PP) 
untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat 
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, serta melaksanakan 
penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak dapat 
dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan 
pasif dilakukan melalui: 
a. Surat Tagihan Pajak (STP). 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 
c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). 
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d.  Surat Ketetapan Pembetulan. 
e. Surat Ketetapan Keberatan. 
f.  Putusan Banding. 
g. utusan Peninjauan Kembali. 
Sedangkan penagihan aktif dilakukan melalui surat paksa, sebagai kelanjutan dari 
penagihan pajak pasif. Dalam upaya penagihan pajak aktif, fiskus berperan aktif, tidak 
hanya mengirimkan surat tagihan atau surat ketetapan pajak saja, tetapi juga melakukan 
tindakan sita, bahkan dilanjutkan sampai dengan pelaksanaan lelang sesuai dengan alur 
penagihan (Liyana, Fitriandi, & Riyanto, 2019). Definisi Self Assessment System menurut 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 merupakan suatu 
system perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib 
pajak untuk: 
1. Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok wajib Pajak 
(NPWP). 
2. Menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, 
 
Menurut penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 bahwa sistem pemungutan pajak self-assessment 
mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan 
kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan 
yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Media atau surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan 




Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan dua variabel bebas. Variabel 
terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan 
variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib 
pajak,. Ketiga variabel tersebut didalam penelitian ini diukur menggunakan skala ordinal.  
Data diolah dengan bantuan SPSS dan Microsoft Excel digunakan untuk membantu 
dalam mengubah data keskala interval, untuk memenuhi asumsi pada penggunaan regresi 
berganda. 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban 
membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di desa Paweden, Kecamatan Buaran, 
Kabupaten Pekalongan.Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dipenelitian 
ini menggunakan simple random sampling. Menurut Sugiono (2001:57) simple random 
sampling adalah teknik yang digunakan untuk mencari sampel dari anggota populasi yang 
dilakukan dengan metode acak tanpa memperhatikan strata yang berada di dalam 




Menghitung statistik deskriptif, Uji koefisien determinasi (R2), dan Model persamaan 
regresi berganda digunakan dalam analisis data untuk menguji pengaruh variabel 
independen kepada variabel dependen. Dibawah ini adalah model persamaanya. 
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KP = α + β1KS + β2PT + ε  
Keterangan:   
KP  = Kepatuhan Wajib Pajak 
KS  = Kesadaran Wajib Pajak 
PT  = Pengetahuan Wajib Pajak 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KS 34 21 38 30,94 3,908 
PT 34 24 38 31,47 3,097 
KP 34 27 39 33,15 2,904 
Valid N (listwise) 34     
Sumber: Data Output SPSS V.24, 2020  
 
Tabel.1 menunjukan hasil statistik deskriptif yang diperoleh sebagai berikut. 
a. Variabel (Y) atau Kepatuhan Wajib Pajak (KP) dengan jumlah data 34, memiliki 
jumlah nilai minimum 27 dan jumlah nilai maximum 39, memiliki mean (rata-
rata) 33,15, dan standar deviasi sebesar 2,904. 
b. Variabel (X1) atau Kesadaran Wajib Pajak (KS) dengan jumlah data 34, memiliki 
jumlah nilai minimum 21 dan jumlah nilai maximum 38, memiliki mean (rata-
rata) 30,94, dan standar deviasi sebesar 3,908. 
c. Variabel (X2) atau Pengetahuan Wajib Pajak (PT) dengan jumlah data 34, 
memiliki jumlah nilai minimum 24 dan jumlah nilai maximum 38, memiliki 
mean (rata-rata) 31,47, dan standar deviasi sebesar 3,097. 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 ,849a ,721 ,703 1,582 
a. Predictors: (Constant), PT, KS 
b. Dependent Variable: KP 
Sumber: Data Output SPSS V.24, 2020  
 
Berdasarkan Tabel.2 model summary diatas maka diperoleh nilai R Square 
(Koefisien determinasi) sebesar 0,721 yang artinya bahwa pengaruh variabel Kesadaran 
Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X2) secara bersama-sama atau simultan 
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Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,562 2,987  2,197 0,036 
KS 0,286 0,079 0,385 3,611 0,001 
PT 0,563 0,100 0,601 5,632 0,000 
a. Dependent Variable: KP 
Sumber: Data Output SPSS V.24, 2020  
 
Tabel.3 adalah hasil estimasi yang menunjukan ketiga variabel independen bersama-
sama didalam model regresi dengan pengaruh signifikasi pada 0,05 atau 5% terhadap 
variabel dependen. Dibawah ini adalah penjelasan mengenai interprestasi hasil estimasi 
secara parsial atas setiap masing-masing variabel dependen yang telah di uji. Dalam data 
tersebut dapat diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (KS) sebesar 3,611. Jika 
perbandingan antara thitung dengan ttabel, maka perbandingannya yaitu thitung  > ttabel atau 
3,611 >  2,039. Dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 < 0,05. Hal tersebut dapat 
dikatakan bahwa kesadaran dari wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 
(PBB). Hasil tersebut juga diperkuat oleh penemuan Meylita & Erawati (2017) yang 
menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan sangat berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan. Hal ini berarti sikap suka rela 
masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap tertib peraturan, 
pemahaman tentang pajak, tidak menunggak pajak, dan kepercayaan mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Tidak harus menjadi ahli perpajakan masyarakat hanya harus  
mengetahui dahulu hal mendasar tentang pajak, mengetahui cara  menghitung pajak, 
sanksi pajak, dll. Rahman (2018) juga Menyatakan bahwa  Kesadaran wajib pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diwilayah kota 
Bukittinggi. Artiya semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan semakin tinggi pula 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 
Kemudian variabel Pengetahuan Wajib Pajak (PT) sebesar 5,632. Jika perbandingan 
antara thitung dengan ttabel, maka perbandingannya yaitu thitung  > ttabel atau 5,632 >  2,039. 
Dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa 
kesadaran dari wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
Pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Hasil ini 
diperkuat oleh Zakaria (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan dari wajib pajak 
berpengaruh secara sighnifikan kepada kepatuhan wajib pajak pribadi di Surakarta. 
Sedangkan Wuryanto, Sadiati & Afif (2019) juga menyatakan pengetahuan perpajakan, 
sosialisasi perpajakan, dan penerapan E-samsat berpengaruh secara signifikan dengan 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  
 
5. PENUTUP 
Dari hasil penelitian diatas maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut. 
5.1.   Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Faktor dari kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan 
sighnifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 
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Bangunan (PBB) yang ada di Desa Paweden Kecamatan Buaran Kabupaten 
Pekalongan. 
2. Faktor dari pengetahuan wajib pajak juga memiliki pengaruh yang positif dan 
sighnifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) yang ada di Desa Paweden Kecamatan Buaran Kabupaten 
Pekalongan. 
 
5.2.   Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dilihat bahwa faktor yang memiliki pengaruh 
positif dan signifikan adalah kesadaran dan pengetahuan dari wajib pajak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Untuk kesadaran dan pengetahuan dari pihak 
terkait seperti pemerintah dan kantor-kantor pelayanan pajak perlu melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). 
Sehingga wajib pajak dapat sadar akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan 
(PBB), serta wajib pajak juga dapat memahami tentang perpajakan bagaimana kriteria, 
menghitung, membayar pajak bagi wajib pajak bumi dan bangunan (PBB), dan wajib 
pajak juga dapat mengerti pentingnya peran pajak bagi sarana pendapatan pemerintah 
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